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ABSTRAK

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang tanah. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) adalah bukti telah
diberikannya ganti rugi atas peralihan jual beli bangunan dan pengalihan hak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengaturan mengenai biaya
pengurusan SKGR menurut peraturan per Undang-Undangan. Dan mengetahui tata
cara perlindungan hukum atas hak masyarakat sebagai pemegang SKGR yang
diterbitkan oleh Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis
analisitis dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Data sekunder sebagai bahan
hukum primer, teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi
kepustakaan dan untuk melengkapi data dipergunakan data lapangan, analisis data
yang dipakai berupa mengaitkan teori hukum dengan peraturan perundangan yang
satu dengan yang lainnya. Adapun hasil penelitian ini ialah: yang pertama,
pengaturan mengenai biaya pengurusan SKGR menurut peraturan per Undang-
Undangan diatur oleh pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 huruf ¢ Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian ATR/BPN bahwa
pendaftaran tanah, berupa pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali, biayanya
ialah sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). Kemudian Perlindungan hukum atas hak
masyarakat sebagai pemegang SKGR yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rokan
Timur saat ini dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang
mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap masyarakat yang memegang
atau memiliki SKGR, Walaupun SKGR ini sudah memenuhi ketentuan dalam pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun solusi yang ditawarkan oleh
pemerintah kepada masyarakat yang sudah memegang atau memiliki SKGR adalah
melanjutkannya untuk pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Permohonan peningkatan hak yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Kata kunci : Analisis Hukum, SKGR, Perlindungan Hak Masyarakat



ABSRACK

The Land registration is a series of activities carried out by the government
continuously, continuously and regularly, including the collection, processing and
presentation and maintenance of physical data and juridical data, in the form of
maps and lists, including the provision of letters of proof of rights to plots of land. .
A Certificate of Compensation (SKGR) is proof that compensation has been provided
for the transfer of building sale and purchase and transfer of rights. This research
aims to determine the regulatory procedures regarding SKGR processing fees
according to statutory regulations. And know the procedures for legal protection of
community rights as SKGR holders issued by the Village Head. The research method
used is descriptive analysis with empirical juridical research specifications.
Secondary data as primary legal material, the data collection technique used is a
literature study and to complete the data field data is used, the data analysis used is
in the form of linking legal theory with one legal regulation to another. The results
of this research are: first, the regulation regarding SKGR processing costs according
to statutory regulations is regulated by the government based on article 22
paragraph 1 letter ¢ Government Regulation (PP) Number 128 of 2015 concerning
Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue. It applies to the Ministry of
ATR/BPN that land registration, in the form of land registration services for the first
time, costs Rp. 0,- (Zero Rupiah). Then the legal protection for community rights as
SKGR holders issued by the Head of East Rokan Village is currently considered to
be ineffective. This is because there are no regulations that regulate in detail the
protection of people who hold or own SKGR, even though this SKGR already meets
the provisions in article 1320 of the Civil Code. The solution offered by the
government to people who already hold or have SKGR is to continue with land
registration as regulated in Government Regulation Number 24 of 1997.
Applications for increasing rights are regulated in Law Number 5 of 1960.

Keywords: Legal Analysis, SKGR, Protection of Community Rights
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